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ABSTIL4K 

Dina Kristina/222004157/2008/Analisis fiiktor - faktor yang menyebabkan tidak 
tercapainya anggaran penerimaan Peidapatan Asli Daerah (PAD) pada 
Pemerintah Kota Palembang/Akuntansi. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yiuig 
menyebabkan tidak tercapainya target pe tenmaan Pajak Daerah dan jenis Pajak 
Daerah yang manakah yang paling rendai: pencapaian targetnya pada PemenntaJi 
Kota Palembang, faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target 
penenmaan Retribusi Daerah dan jenis Retribusi Daerah yang manaliah yaiig 
paling rendali pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang. langkali-
langkah apa yang dilakukan oleh Pemenntah Kola Palembang dalam inengaiasi 
ndak tercapainya anggaran penerimain Pendapatan Asli Daerah (PAD;. 
Tujuannya Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidaJ' tercapainya 
laiget penenmaan Pajak Daerah dan untuk mengetahui jenis Pajak Daerah yang 
paling rendah pencapauui targetnya paoa Pemerintaii Kota Palembang, untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menyebabxan tidak tercapainya target penerimaan 
Retribusi Daerah dan untuk mengetahui jenis Retribusi Daerah yang paling rendah 
penciipaian targetnya pada Pemerintah Kola Palembang, untuk mengetahui 
langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam 
mengatasi tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penelitian mi termasuk jems penelitian deskriptif. Data yang digunakan data 
primer dan sekunder, leknik pengumpulan data dalam petuilisan skripsi ini 
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan teknik 
analisis yang digunakan adalali metode aiulisis kualitaof 

Hasil analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target 
penerimaan pajak daeiah adaiah belum reaiisiisiiya daiam penentuan target, belum 
efektifnya pemberlakuan sanksi, rendahnya tingkat kepatuhaii 
membayar/kesadaran wajib pajak..^ Faldor-faktor yang menyebabkan tidak 
tercapainya target penenmaan retnbusi daerah adalah, adanya penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh pemgas, terbatasnya sumber daya/petugas 
pelaksana operasional di lapangan. Langl:ah-langkah yang dilakukan Pemenntali 
Kola palembang untuk meningkatkan PAD adalah dengan pendekatan 
intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendekatan intensifikasi yaitu meningkatk?n 
pengawasan dan pengendalian, meningkatkan SDM, meningkatkan penyuiu'nau 
kepada masyarakat. Pendekatan ekstensilikasi yaitu menambah objek pajak oan 
retribusi yang baru, memberikan penyuiuhan kepada wajib pajak dan retribusi. 

Katii kunci: Pendapatan Asli Daerali (FA )) 

XVI 



BAB I 

PENDAHULIJAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Refomiasi keuangan daerah ditandai dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tenia ig Pemerintah Daerah, yang direvisi 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan 

Daerah yang direvisi daiam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 

Periyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 (ayat 1) Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa 

"Pemeriniah Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam 

menyelenggarakan semua urusan Pemerintah mulai dari perencanaan, 

pengawasan, pengcndaiian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik 

iuar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneler, fisKal, agama dan 

kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah". Sebagai konsekuenr-i 

dari kewenangan Otonomi yang Itas, Pemeriniah Daerah mempunyai 

kewajiban untuk meningkatkan peiayanan dan kesejahteraan masyarakat 

secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban Itu bisa 

dipenuhi apabila Pemerintah Daerah inampu mengelola potensi daerahnya 

yaitu potensi sumber daya alam, sum 5er daya manusia dan jiotensi sumber 

daya keuangannya secara optimal. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana telah diubali 

dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Sumber-sumber Pendapatan 

Asli Daerah terdiri dari: 

1) Hasil Pajak Daerah 

2) Hasil Retribusi Daerah 

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah 

lainnya yang dipisahkan 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Pemerintah Kota Palembang sebagai bagian dari wilayah integral 

Kesaluan Republik Indonesia perlu segera mengambil iangkeh-langkah 

proaktif dalam meriyikapi tantangan dan peluang diera Otonomi Daerah, 

sehingga menuntut Pemerintah Kota Palembang untuk dapat mengelola 

penerimaan dan pengeluaran dengan ba k. 

Pemerintah Kota Palembang sejak diberi kewenangan atas pelaksanaan 

dan pcngaturan keuangan daerahnya carl tahun ke tahun semakin berupaya 

meningkatkan Pendapatan Asli Daei-ahnya. Daiam upaya meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerahnya pcrmasalalian yang sering terjadi adalah bahwa 

hasil reaiisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan 

target yang telah ditentukan, hal ini tentu akan menimbulkan jTcrmasalahan 

dalam membiayai pengeluaran rutin daerah serta pembangunan sosial dan 

ekonomi daerah unliik meningkatkan Otonomi Daerah di dalam mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 
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Sumber-sumber Pcndapalan Asli Daerah yang akan dibahas adalah 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan Hasil Perusahaan Milik Daerah 

dan Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerali yang dipisahkan dan Lain-iain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah tidak akan dibahas dalam penelitian ini 

dikarenakan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolahan 

Kokaynan Dnomh yang dipisahkan kontrlL usinya rolatlt* kcc l l torhttdnp P A D 

dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah >ang sah penerimaannya telah 

mencapai target yang telah ditentukan. 

Berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2()()() tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, jcnis Pajak daerah yang dapat dipungut oleh 

pemerintah kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengolahan bahan gaiian 

golongan C, pajak parkri. Sedangkan je i i s Retribusi Daerah yang dapat 

dipungut dibagi atas tiga golongan yaiiu lelribusi jasa umum, rclribus' jasa 

usaha, retribusi pcrizinan tertentu. Berikut ini adalah anggaran dan reaiisasi 

pcnerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palembang 

I .itx t I I 
Anggaran dan Reaiisasi l'eiierliiiaa:i Pajak Daerah Pciiicriiitali 

Kota Palembang Tahun 2004-2006 
(Dalam Rupiah) 

^ ' Tahun Anggaran R ^allsasl Persentase 

2004 39.339.006.682,00 26.92.3 506.394,50 68,44% 

2005 ^4.100.000.000.00 j4.48J. 692.117,00 78,20% 

2006 ^3.225.000.000.00 40.6.V.365.155,80 94,04% 

Sumber: Pemeriniah Kota Palembang' Pahun 2( 04-2006 
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Berdasarkan label 1.1 dialas pada anggaran dan reaiisasi penerimaan pajak 

daerah tahun 2004 mcngaiami sclisih sebesar (12.413.500.287,50) dimana 

anggurannya sebesar 39.339.006.682,00 dan reaiisasi penerimaannya sebesar 

26.925.506.394,50. pada tahun 2005 sclisih reaiisasi dengan anggaran mcngaiami 

penurunan sebesar (9.611.307.883,00) dimana anggarannya sebesar 

44.100.000.000,00 dan reaiisasi penerimaannya sebesar 34.488.692.117,00. paJa 

tahun 2006 juga terjadi penurunan selisih r.'alisasi dengan anggaran sebesar 

(2.572.634.844,20) dimana anggarannya sebesar 43.225.000.000.00 Oan reaiisasi 

Tabel 1.2 
Anggaran dan Realisa.si Penerimaan K,;tribiisi Daerali Pemerintaii 

Kota Palembang l ahun 2()(M-20()6 
(Dalam Rupiah) 

Tahun Anggaran Reaiisasi Persentase 

2004 31.478.935.500,00 27.439.655.574,50 87,16% 

2005 51.755.251.000,00 36.993.982.451,25 7i,48% 

2006 61.041.972.527,00 37.010.633.853,50 60,64% 

Sumber: Pemerintah Kota Palembang ' ahun 2i 04-2006 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas pada aiiggaran dan reaiisasi pcnerimaan 

retribusi dacral tahun 2004 menge ami selisih negatlf sebesar 

(^.039.279.925,50) dimana anggaran retribusi daerah sebesar 

31.478.935.500,00 dan reaiisasi penerimaan sebesar 27.439.655.574,50. Pada 

tahun 2005 sclisih ncgatif meigalami peningkalan sebesar 

(14.759.268.548,80) dimana anggaran retribusi daerah sebesar 
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51.755.251.000,00 dan reaiisasi pcnerimaan sebesar 36.995.982.451,25. Pada 

tahun 2006 juga terjadi peningkalan selisih ncgatif sebesar 

(24.025.338.673,50) dimana anggaran retribusi daerah sebesar 

6i.041.972.527,00 dan reaiisasi penerimaan sebesar 37.016.633.853,50. 

Pada tabel I . l dan 1.2 diatas menunjukan bahwa perbandingan 

anggaran dan reaiisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Pemerintah Kota Palembang pada Tafun 2004 sampai dengan 2006 dapat 

dilihat jelas bahwa reaiisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Dae.ah 

lebih kecil dari pada anggaran, sehingga hal ini mengindikasi reaiisasi 

penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palembang belum 

maksimal karena disebabkan Pajak iDaerah dan Retribusi Daerah tidak 

mencapai atau memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis lerlarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak 

Tercapainya Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 

Pemerintah Kota Palembang". 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

I . Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya taiget penerimaan 

Pajak Daerah dan jenis Pajak Dacrih yang manakah yang paling rendah 

pencapaian targetnya pada Pemerint ih Kota Palembang ? 
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2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan 

Retribusi Daerah dan jenis Retribusi Daerah yang manakah yang paling 

rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang ? 

3. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang 

dalam mengatasi tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) ? 

C . Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan oiatas, malra tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya 

target penerimaan Pajak Daerah dan untuk mengetahui jenis Pajak Daerah 

yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui faktor-falXor yang menyebabkan tidak tercapainya 

target penerimaan Retribusi Daerah dan untuk mengetahui jenis Retribusi 

Daeiah yang paling rendah penca|:»aian targetnya pada Pemerintah Kota 

Paiembang. 

3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Paiembang dalam mengatasi t idik tercapainya anggaran penerimaan 

Pendapatan AsH Daerah (PAD). 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-

pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat me;nambah wawasan, ilmu pengetahuan 

bagi penulis terutama dalam bidang akuntansi sektor publik dan untuk 

mengaplikasikan ilmu ekonomi yang telah didapat. 

1. Bagi Pemerintah Kota Palembang 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan yang mungkin akan 

bermanfaat bagi instansi dalam upaya mencari jalan keluar untuk setiap 

masalah yang timbul dengan tujuan agar tercapainya anggaran penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang dimasa mendatang. 

3. Bagi Almamater 

Hasii penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan pentinji; bagi penelitian senipa di masa yang 

akan datang. 



BAB I I 

K A J I A N PUSTAKA 

A. Penelitian Sebelumnya 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan M. Al l Akbar 

(2008), beijudul Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target 

Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir i.tau Pertokoan Di Kabupaten Musi 

Banyuasin. Perumusan masalah yang diangkat adalah faktor-faktor apa yang 

menyebabkan tidak tercapainya target letribusi jasa usaha pasar grosir atau 

pertokoan di Kabupaten Musi Banyuisin. Tujuan dilakukannya penelitian 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebababkan tidak 

tercapainya target retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan di 

Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan dala yang dilakukan adalah melalui 

wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah faktor-faktor 

penyebab tidak tercapainya target retribusi jasa usaha pasar grosrr atau 

pertokoan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah penetapan target belum 

realistis, adanya kebocoran dan kelolosan, tidak adanya penjelasan mengenai 

klasifikasi sikap dari para penyewa petak dan gedung. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Keuangan Daerah 

Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, pertanggunaT^ 

Keuangan Daerah diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 

8 
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jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan 

perhitiingan anggaran pendapatan c an Belanja Daerah. Menurut Pasa! 1 

huruf (a) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, pengertian Keuangan 

Daerah adalah sebagai berikut: 

"Keuangan Daerah adalah 3<:mua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintalian Daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerali tersebut, dalam kerangka anggaran 

pendapatan dan belanja daerah". 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004, dalam Pasal I ayat 18 menyatakan bahwa, " Pendapatan Asli 

Daerah, yang selanjutnya dij ebut PAD adalah pendapatan yaiig 

diperoleh daerah yang dipungul: berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan". 

Abdul Haiim (2004:67 menyatakan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah merupakan semua penet im,aan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

Tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-
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undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa, "Pendapatan /.sli 

Daerah yaitu hasii daerah yang keseluruhan pendapatan dipero'eh dari 

hasil pajak daerah. retribusi dae-ah, perusahaan milik daerah dan hnsi' 

penyetoran kekayaan daerah yting dipisahkan serta pendapatan lain-

lain daerah yang sah setiap tahuiinya". 

b. Sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Undang-undar g Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 6 

Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

yang telah direvisi menjadi Uiidang-undang Nomor 33 Tahun 2004, 

disebutkan bahwa Pendapatan /.sl i Daerah bersumber dari: 

1) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tJinpa imbalan langsung yang seimbang, 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. 

2) Retribusi Daerah 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

3) Hasil Perusahan Milik Da-erah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Milik Daerah yang dipisahkan 



Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari hasil perusaiaan milik daerah dan pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Misalnya laba deviden, 

penjualan saham milik daerah. 

4) Lain-lain Pendapatan Asli r»aerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan 

penerimaan daerah yang herasal dari lain-lain milik pemerintah 

daerah. Misalnya asset tetap, jasa giro. 

Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh 

negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat 

dipaksakan dan terutang oieh yang wajib membayamva dengan tidak 

mendapat prestasi kembali (korrra prestasi/balas jasa) secara langsung, 

yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaian negara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Menurut Undang-Uiidaug Nomor 34 Tahun 2000 Pengeitian 

Pajak Daerah adaiah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi/badan kepala daerah lanpa langsung yang seimbang, yang 

dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai ponyelenggaran pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 2 

ayat ( I ) jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah 

kabupalcn/'kotamaciya terdiri dat i : 

1) Pajak hotel 

2) Pajak restoran 

3) Pajak hiburan 

4) Pajak reklame 

5) Pajak penerangan jalan 

6) Pajak pengolahan bahan gal ian golongan C 

7) Pajak parkir 

b. Unsur-unsur Pajak Daerah 

Unsur-unsur pajak daer th menurut Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 yang dipapariiaii oleh Abdul Halim (2004:67) 

menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kotamadya yang diatur daiam pasal 2 

ayat ( I ) dan (2) yang berbunyi : 

1) Jenis pajak provinsi, terdiri dari : 

a) Pajak kendaraan bermoior dan pajak kendaraan di atas air 

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kandaraan di atas air 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d) Pajak pcngambilan dar pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan. 

2) Pajak Kabiipaten/Kota terdiri dari: 
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a) Pajak hotel 

b) Pajak restoran 

c) Pajak hiburan 

d) Pajak reklame 

e) Pajak penerangan jalan 

f) Pajak parkir 

c. Tar i f Pajak Daerah 

Menurut Marihot P. :>iahaan (2005:62) tarif dari masing-

masing jenis pajak adalah sebagai berikut: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor clan Kendaraan di Atas Air sebesar 5 % 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

sebesar 10 % 

3) Pajak Bahan Bakar Kendarajin Bermotor sebesar 5 % 

4) Pajak pengambilan dan Petnanfaaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan sebesar 20 % 

5) Pajak Hotel sebesar 10 Vo 

6) Pajak Restoran sebesar 10 "/I. 

7) Pajak Hiburan sebesar 35 % 

8) Pajak Reklame sebesar 25 % 

9) Pajak Penerangan Jalan sebesai* 10 % 

10) Pajak Pengambilan Bahan Gaiian Golongan C sebesar 20 % 

11) Pajak Parkir sebesar 20 % 
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d. Ciri-ciri Pajak Daerah 

Menurut Marihot P. Siiihaan (2005:8) ciri-ciri yang melekat 

pada pengertian pajak, yailu scb igai berikut: 

1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, berdasirkan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas 

pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis 

pajak yang dipungut). 

3) Dalam pembayaran pajak ;idak dapat ditunjukan adanya kontra 

prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung 

yang diperoleh si pembayar pajak). 

4) Penyelenggaraan pemerirtahan secara umum merupakan 

manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para peinbayar 

pajak. 

5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak 

dikenakan pajak. 

6) Pajak memiiiki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak. yang 

tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan 

sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan keienluan 

yang berlaku. 
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e. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak 

1) Objek Pajak 

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:55), Undang-undang Nomor 

18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak 

secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada 

setiap jenis pajak daerah, teiapi menyerahkannya pada peraturan 

pemerintah. Penentuan yang mt.mjadi objek pajak daerah pada saat ini 

dapat dilihat pada peraturan per:ierintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

pajak daerah, yang merupakan pangganti dari peraturan Pemerintah 

Nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah. Hal ini merupakan 

penentuan objek pajak secara .imum, mengingat pemberlakuan suatu 

jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan 

dengan peraturan daerah, untU'i mengetahui apa yang menjadi objek 

pajak harus dilihat apa yang Jitetapkan peraturan daerah dimaksud 

sebagai objek pajak. 

Menurut Sunarto (2005: 19), yang menjadi objek pajak untuk 

masing-inasing pajak daerah adalah : 

a) Pajak Hotel 

Objek pajak adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan 

pembayaran, tormasuk : 

(1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek 
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(2) Peiayanan penunja.ng sebagai kelengkapan fasilitas 

penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifamya 

memberikan kemudfhan dan kenyamanan 

(3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus 

untuk taniu hotel, bukan untuk umum 

(4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau 

pertemuan di hotel 

Objek pajak hotel dikecualikan terhadap beberapa objek berikut 

(1) Penyewaan ruman atau kamar, apaiTemen, dan.a atau 

fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan 

hotel 

(2) Peiayanan tinggal dl asrama dan pondok pesantren 

(3) fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang 

dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran 

(4) Pertokoan, perbnkar .salon yang dipergunakan oleh umum 

di hotel 

(5) peiayanan perjalan \risata yang diselenggarakan oleh hotel 

dan dapai dimanfa;Ul;an oleh umum 

b) Pajak Restoran 

Objek pajak restoran adalah peiayanan yang disediakan 

restoran dengan pembayarar. 

Dikecualikan dari pajak restjran adalah : 

file:///risata
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(1) Peiayanan usaha jast boga atau catering 

(2) Peiayanan yang dise:liakan oleh restoran atau rumah makan 

yang peredarannya tidak melebihi balas tertentu j'ang 

ditetapkan dengan peraturan daerah 

c) Pajak Hiburan 

Objek pajak hiburan yakni penyelenggara hiburan yang 

dipungut bayaran. Objek pajak hiburan dikecualikan terhadap 

penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan 

yang diselenggarakan dalari rangka pernikahan, upacara adat, atau 

kegiatan keagamaan. 

d) Pajak Reklame 

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. 

Objek pajak reklame diket ualikan terhadap : 

(1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, 

warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan 

sejenisnya., dan 

(2) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

e) Pajak Penerangan Jalan 

Objek pajak penerangan jalan yakni penggunaan tenaga listrik, 

di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya 

dibayar oleh pemerintaii daerah. Pajak penerangan jalan 

dikecualikan terhadap bebe 'apa objek berikut: 
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(1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintaii pusat 

dan pemerintah daeiah. 

(2) Penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan 

oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-

iembaga intemasional dengan asas timbal balik. 

(3) Penggunaan tenagi listrik yang berasal bukan dari 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas yang 

tidak memerlukan bin dari instansi teknis lerkait. 

(4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan 

peraturan daerah. 

f) Pajak Pengambilan Bahan Gaiian Golongan C 

Objek pajak pengambilan bahan gaiian golongan C yakni 

kegiatan pengambilan bahan gaiian golongan C, meliputi : Asbes, 

Batu Tulis, Batu Setengah, Permata, Batu Kapur. Granil, Gips, 

Kalsit, Kaolin, Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa, Perlit, Phospat, 

Batu Permata, Batu Apung, Betonit, Dolomite, Feldspar, Garam 

batu, Grafit, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsiden, 

Oker, talk, Tanah Scrap (Fullers Earth), Tanah Diamute, Tanah 

Liat, Tawas, Tras. 

Objek pajak pengambilan bahan gaiian golongan C 

dikecualikan terhadap kegiatan berikut: 

(1) Pengambilan bahan gaiian golongan C yang nyala-nyata 

tidak dimaksudkai: untuk mengambil bahan gaiian 
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golongan C ttrsehut dan tidak dimanfaalkan secara 

ekonomis. 

(2) Pengambilan bahan gaiian golongan C; lainnya ditetapkan 

dengan peraturan daerali. 

g) Pajak parkir 

Objek pajak parkir yakn penyelenggaraan tempat parkir di 'uar 

badan jalan, baik yang disc iiakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran. Pajak parkir dikecualikan 

terhadap beberapa objek berikut: 

(1) Penyelenggaraan tenpat parkir oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

(2) Penyelenggaraan aarkir oleh kedutaan, konsulat, 

perwakilan asing, dan lembaga-lembaga intemasional 

dengan asas timbal balik. 

(3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam 

peraturan daerah. 

2) Subjek Pajak dan Wajib Paj.ik 

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:56), dalam pemungutan pajak 

daerah, terdapat dua istilaii yang kadang disamakan walaupun 

sebenamya memiiiki pengertian berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib 

pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti pajak Kendaraan Bermotor 
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dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak indentik dengan wajib pajak, 

yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek 

pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis 

menjadi wajib pajak. Sementart itu, pada beberapa jenis pajak daerah 

yang lain, seperti pajak hotel, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu 

yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, 

yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak 

dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena itu, kedua istilah tersebut, 

yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar. 

Subjek pajak merupakan ciang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang 

pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan 

dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi 

subjek pajak. Sernentara itu, v/ajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, 

termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, 

seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah 

ditentukan oleh peraturan daera i untuk melakukan pembayaran pajak, 

serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak 

dari subjek pajak. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak dapat 

merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak 
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maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang 

berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak. 

Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada 

suatu jenis pajak daerah ditentukan secaî a jelas dalam peraturan daerah 

yang mengatur pajak daerah bersangkutan. Penetapan apakah subjek 

pajak sama dengan wajib lajak tergantung pada jenis pajak 

bersangkutan. Hal ini dapat terlihat sesuai dengan definisi yang 

ditetapkan dalam peraturan daer ah dimaksud. 

f. Dasar Pengenaan Pajak 

Undang-Undang Nomer .34 Tahun 200 dengan tegas 

menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. 

Dasar pengenaan pajak provins (Marihot P. Siahaan, 2005:64) adalah 

sebagai berikut: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan 

serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya 

ekonomis yang diakibatkanoleh penggunaan kendaraan bermotor, 

misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Sernentara itu, pajak 

Kendaraan di Atas Air dikeiiakan atas nilai jual kendaraan di atas 

air. 

2) Rea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual 

kendaraan bermotor. Sernentara itu, Bea Balik Nama Kendaraa.i di 

Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di ata air. 
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3) Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan 

dimanfaalkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas d r 

yang diambil dan lokasi sumber air. 

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak kabupaten / kota 

(Marihot P. Siahaan, 2005:64) adalah sebagaimana disebut di bawah 

ini: 

1) Pajak Hotel dikenakan aias Jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada hotel 

2) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada restoran. 

3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. 

4) Pajak Reklame dikenakan £tas nilai sewa reklame yang didasarkan 

atas nilai juai objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan 

reklame. 

5) Pajak Penerangan Jalan diki^nakan atas nilai jual tenaga listrik yang 

terpakai. 

6) Pajak Pengambilan Bahan Gaiian Golongan C dikenakan atas nilai 

jual hasil pengambilan bahan gaiian golongan C, 
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7) Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir 

yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk 

pemakaian tempat parkir ke idaraan bermotor. 

4. Retribusi Derah 

a. Pengertian Retribusi Daerah 

Menurut pasal 1 angka 26, Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 pengertian retribusi datrah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa'pemberisn izin tenentu khusus disediakan atau 

diberikan oleh pemerintan daerah untuk kepentingan orang 

pribadi/badan. 

Menurut Indra Bastiai dan Gatct Soepriyanto (2003:90) 

pengertian Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah atas peiayanan dan pembangunan fasilitas-fasilitas 

umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan 

masyarakat sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 

b. Penggolongan Retribusi Daerah 

Menurut pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 

2000 dan Peraturan Pemerintih Nomor 66 Tahun 2001 retribusi 

daerah dibagi atas tiga golongari: 

1) Retribusi jasa umum 

Adalah retiibusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan. 
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Jenis-jenis retribusi jasa urn im adaiah : 

a) Retribusi peiayanan kesehatan 

b) Retribusi pclayanan persampahan atau kebersihan 

c) Retribusi penggantian tiaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akte Catalan Sipit 

d) Retribusi peiayanan peniakaman dan pengabuan mayat 

e) Retribusi peiayanan pareir di tepi jalan umum 

f) Retribusi peiayanan pasar 

g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h) Retribusi pemcriksaan t lat pemadam kebakaran 

1) Retribusi penggantian biaya cetak peta 

j ) Retribusi pengujian kapal perikanan 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 

ayat 3 huruf a. retribusi jasa umum ditentukap berdasarkan knteria 

sebagai berikut : 

a) Retribusai jasa umum liersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

retribusi jasa usaha atai retribusi perizinan tertentu. 

b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

rangka pelaksanaan asas desentralisasi. 

c) Jasa tersebut memberilran manfaat khusus bagi orang pribadi 

atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping 

untuk meiayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 

d) Jasa tersebut layak unti k dikenakan retribusi. 
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e) Retiibusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan 

nasioanai mengenai penyelenggaraannya. 

f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien 

serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang 

potensial. 

g) Pemungutan retribusi mcmungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan atau kualitas peiayanan yang lebih baik 

Retribusi jasa usaha 

Adalah retribusi atas jasa ycng disediakan oleh pemerintah daerah 

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 

pula disediakan oleh sektor i wasla. 

Jenis-jenis retribusi jasa usaiia adalah : 

a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b) Retribusi pasar grosir daa atau pertokoan 

c) Retribusi tempat pelelangan 

d) Retribusi terminal 

e) Retribusi tempat parkir khusus 

f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa 

g) Retribusi penyedotan kavus 

h) Retribusi rumah potong hewan 

i) Retribusi peiayanan peli.buhan kapal 

j ) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

k) Retribusi penyeberangati diatas air 
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1) Retribusi pengolahan iir ibah cair 

m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

Menurut Undang-L ndang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 

ayai 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kritena 

sebagai berikut: 

a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. 

b) Jasa yang ccrsangkulan adalah jasa yang bersifat komersial 

yang seyogianya disediakan oleh sector swasta, tetapi belum 

memadai atau terdapatrya harta yang dimiiiki/dikuasai daerah 

yang belum dimanfaalkan secara penuh oleh pemerintahan 

daerah. Pengertian hara adalah semuah harta bergerak dan 

tidak bergerak, tidak te-masuk uang kas, surat-surat berharga, 

dan harta lainya yang bersifat lancar (current asset). 

3) Retribusi perizinan tertentu 

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 

rangka pemberian izin keaada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pcngaturan, pengendalian dan 

pengawasan alas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan mcnjaga kelestariaii 

lingkungan. 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah : 
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a) Kclrihusi izin mcndirikan bangunan 

b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

c) Reiribusi izin gangguan 

d) Retribusi izin trayek 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 

ayat 3 huruf c, retribusi peiizinan tertentu ditentukan berdasarkan 

kritetia sebagai berikut: 

a) Perizinan tersebut terni.isuk kewenangan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerali dalam rangka asas desentralisasi. 

b) Perizinan tersebut benai-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum. 

c) Biaya yang menjadi betan daerah dalam penyelenggaraan izin 

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai 

dari retribusi perizinan. 

c. Objek dan Subjek Retribusi Daerah 

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan 

oleh pemeriniah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-

jenis jasa tertentu yang menunit pertimbangan sosial ekonomi layak 

dijadikan sebagai objek retribus . 
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Menurui pasal 18 ayat {!) Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 tenta.ig Paiak Daerah dan Retribusi Daerah, objek reiribusi terdiri 

dari tiga kelompok jasa,yaitu : 

1) Jasa Umum 

Adalah jasa yang disediaka i atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oieh orang prihedi atau badan. Jasa umurn antara Iain 

meliputi peiayanan kesehattn dan peiayanan persampahan. 

2) Jasa Usaha 

Adalah Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi 

pcntewaan asset yang dimiiiki/dikuasai oleh pemenntah daerah, 

penyediaan tempat penginapan, usaha bcngkel kendaraan, tempat 

pencucian mobil, dan penjualan bibit. 

3) Jasa Iertentu 

Adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang. pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pcngaturan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan, pemanfaatan rut ng, pengunaan sumber daya alam, 

barang. prasarana, sarana, t.tau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Sedangkan yang menjadi subjek Retribusi adalah orang atau badan. 
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Ciri-ciri Retribusi Daerah 

Menurut Marihot P 5 iahaan (2005:7) beberapa ciri yang 

melekat pada retribusi daerah saat ini adaiah : 

1) Retribusi merupakan putigutan yang dipungut berdasarkan 

Undang-undang Peraturan daerah 

2) Hasi! penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah 

3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi atau 

balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran 

yang dilakukannya 

4) Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah yang din kmati oleh orang atau badan 

5) Sanksi yang dikenakan padi retribusi daerah adalah sanksi secara 

ekonomi yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan 

memperoieh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, 

Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah 

Dasar hukum pemungutan retribusi daerah adalah sebagai 

berikut: 

1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. 

2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi undang-

undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

4) Peraturan Pemerintah Non-or 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah. 

5) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. 

Retnbusi daerah dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui 

Peraturan Daerah. Menurut Pasiil 24 ayat 3, Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa 

peraturan daerah tentang reiribusi sekurang-kurangnya mengatur 

keienluan mengenai : 

1) Nama, objek, dan subjek ret-ibusi 

2) Golongan retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 

3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan 

4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besamya tatifT 

retribusi 

5) Struktur dan besarnya tarirr;tribusi 

6) Wilayah pemungutan 

7) Tata cara pemungutan 

8) Sanksi administrasi 

9) Tata cara penagihan 

i9)Tanggal mulai berlakunya 
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Tarif Retribusi Daerah 

Menurut Marihot P. Sithaan (2005:449) Tarif retribusi adalah 

nilai rupiah atau perescnta>e tertentu yang ditetapkan untuk 

menghitung besarnya reiribusi daerah yang terutang. Tarif dapat 

ditentukan seragam atau dspat diadakan pembedaan mengenai 

penggolongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaian tarif tertentu, 

misalnya pcrbcdaan Retribus Tempat Rekreasi antara anak dan 

dewasa, Retribusi Parkir anta a sepeda motor dan mobil, Retribusi 

Pasar antara kios dan los, dan Retribusi Sampah antara rumah tangga 

dan industri. Besarnya tarif diipat dinyatakan dalam rupiah per unit 

tingkat penggunaan Jasa. 

Tarif retribusi ditinji c kembali secara berkala dengan 

memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. 

Kewenangan daerah untuk msninjau kembali tarif retribusi secara 

berkala dan jangka waktu penetapan tarif tersebut, di maksudkan untuk 

mengantisipasi perkembangan Derekonomlan daerah berkaitan dengan 

objek retribusi yang bersangkutan. Oaiani Peraturan Pemerintah 

Nvimor 66 lahun 20!)i dile apkan bahwa tarif retribusi dilinjau 

kembali paling lama lima tahun sekali. 
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membayar Icbih tinggi bila peiayanan yang diterima sama saja kualitas 

dengan kuantitasnya. 

Menurut Kunarjo (2001:178) untuk mengatasi rendahnya 

penerimaan daerah daiam pemtiayaan pembangunan, pada umumnya 

pcmerimah dapat melakukan dua pendekatan yaitu intensifikasi dan 

ekstensifikasi. 

Untuk melakukan pendekatan intensifikasi, maka yang harus 

dilakukan adalah : 

a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan 

b. Koordinasi antara karyawan dan instansi terkait dikembangkan 

c. Kualitas pclayanan diperbaiki 

Sedang usaha untuk ekster sifikasi dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan objek dan subjek pajak retribusi 

b. Penggaiian sumber-sumber baru 

c. Pembuatan peraturan-pcraturan daerah yang lebih sesuai dengan 

perkembangan keadaan. 

Intensifikasi adalah suat a tindakan atau usaha-usaha untuk 

memperbesar penerimaan dengan eara melakukan pemungutan yang lebih 

gtal. ketat dan tcliti (Dedi, dalam Halim. 2004:109). Dalam usaha 

intensifikasi akan mencakup aspek keicmbagaan, aspek kei ata I aksanaan 

dan aspek personalia yang pelaksanaannya meliputi: 
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a. Mcmpcrbaiki / mcnyesuaikan aspek keicmbagaan atau organisasi 

pengelola PAD, berikul perangkatiiya sesuai dengan secara optimal 

sistem dan prosedur M A P A l DA (Manual Administrasi Pendapatan 

Daerah). 

b. Memperbaiki / menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi 

maupun operasional, meliputi: 

1) Penyesuaian / penyempumaun administrasi pungutan 

2) Penyesuaian tarif 

3) Penyesuaian sistem pelaksaiaan pungutan 

c. Peningkalan pengawasan dan pengendalian. Bagaimanapun baiknya 

perencanaan jlka tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian 

yang efektif bisa saja terjadi kebocoran-kebocoran. Untuk itu perlu 

dilakukan pengawasan dan pengendalian, meliputi : 

1) Pengawasan dan pengendafan yuridis 

2) Pengawasan dan pengcndal an teknis 

3) Pengawasan dan pengendal an penala-usahaan 

d. Peningkalan Sumber Daya Mcnusia. Dapat dilakukan dengan kursus 

keuangan daerah, juga program pendidikan dan pelatihan yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. 

e. Meningkatkan kegiatan penyul'ihan kepada masyarakat, baik langsung 

maupun melalui media radio, televisi ataupun selebaran untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun 

retribusi. 
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Ekstensifikasi adalah usaha - usaha untuk menggali sumbt.r -

sumber PAD yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan 

pokok nasional yakni pungulan pajak dan retribusi daerah yang 

dilaksanakan tidak scmata - mata untuk menggali pendapatan daerah 

berijpa surnber penerimaan yang mi.'madai, tetapi juga untuk melaksanakan 

fungsi fiskal lainnya agar tidak meinberatkan bagi masyrakat (Dedi, dalam 

Halim, 2004:109). Upaya - upaya t kstensifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan penyuiuhan kepada wajib pajak dan retribusi 

b. Menambah objek pajak dan retribusi yang baru 
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M E T O D E PEr^ELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2006:1 i ) , jenis penelitian jika ditinjau dari ungkat 

eksplanasinya ada tiga macam yaitu : 

1. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah peneiirian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu vuriabel atau lebih (independent) tanpa 

membuat perbandingan, atau meng nubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain. 

2. Penelitian Komparatif 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. 

Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi 

sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. 

3. Penelitian Asosiaiif/Hubungan 

Penelitian asosiatif adalah peneiitan yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif yaitu smtu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya 

anggaran penerimaan PAD. 
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B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan padi Pemerintah Kota Palembang yang 

beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Pale nbang. 

C . Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adaiah sebagai berikut: 

Tabel ITI.l 
Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator 

1. Faktor-faktor yang 
menyebabkan tidak 
tercapainya target 
I'ajak Daerah 

Hal-hal yang 
menyebabkan tidak 
tercapainya target Pajak 
Daerah. 

- Belum realistisnya dalam 
penentuan target 

- Belum efektifnya 
pemberlakuan sanksi 

- Rendahnya tingkat kcpatuhan 
membayar/kesadaran wajib 
pajak 

2. Faktor-faktor yang 
menyebabkan tidak 
tcrcapain) a target 
Reiribusi Daerah 

Ual-hal yang 
menyebabkan tidak 
tercapainya target 
Retribusi Daera i . 

- Adanya penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan 
oleh petugas 

- Terbatasnya sumber 
daya/petugas pelaksana 
operasional di lapangan 

3 Langkah-langkah 
yang dilakukan 
Pemerintah Ktita 
I'aiembang dalam 
mengatasi tidak 
tercapainya 
anggaran 
penerimaan PAD 

. . . _ 

Tindakan-tindal:an yang 
dilakukan Pemeriniah Kola 
Palemhang dalam 
mengatasi tidak 
tercapainya anggaran PAD 

Pendekatan intensifikasi 
- Meningkatkan pengawasan 

dan pengendalian 
- Meningkatkan Sumber l^aya 

Manusia 
- Meningkatkan penyuiuhan 

kepada masyarakat 
Pendekatan ekstensifikasi 

- Menambah objek pajak dan 
retribusi yang baru 

- Memberikan penyuiuhan 
kepada wajib pajak dan 
retribusi 

Sum ber: Penulis, 2008 
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D. Data Yang Diperlukan 

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2004:146) dilihat 

dari cara memperolehnya data terdiri dari : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak dari media perantara). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adaiah sumber daia yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara i diperoleh dan dicatat orang lain). 

Data yang digunakan dalam pc nelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yang penulis yieroleh dari wawancara langsung pada 

bagian keuangan pemerintah Kota Pal ;:mbang mengenai keuangan daerah dan 

data sekunder berupa: 

a. Sejarah Singkat Kota Palembang 

b. StrulXur Organisasi dan Pembagian tugas Pemerintah Kota Palembang 

c. Visi dan Misi Pemerintah Kola Palembang 

d. Anggaran dan reaiisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota 

Palembang tahun 2004 - 2006 

e. Anggaran dan reaiisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang 

tahun 2004-2006. 

f. Anggaran dan reaiisasi Retribi si Daerah Pemerintah Kota Palembang 

tahun 2004-2006 
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E . Teknik Pcngunipnian Data 

Menurut Nan Lin (dalam W. Gulo 2002:116) teknik pengumpulan data 

terdiri dari : 

1. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan (Observasi) adalah mt tode pengumpulan data dimana peneliti 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama pcnelitidn. 

2. Survey 

Survey adalah mctodc pengumpulan dala dengan menggunakan instrument 

untuk meminta tanggapan dari resjionden tentang sampel. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komtinikasi langsung antara peneliti dan 

responucn. 

4. Kuesioner (angket) 

Kuesioner atau angket adalah ptrtanyaan yang disusun dalam bentuk 

kaliinat lanya. 

5. Ookumcntasi 

Dokumen adalah Catalan Icrtulis ttnlang berbagai kegiatan atau peristiwa 

pada waktu yang lalu. 

Teknik pengumpulan dala yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung 

dengan bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang. Sedangkan 

dokumentasi dilakukan dengan cara nenyalin dokumen-dokumen yang ada 

pada tempat penelitian dan teori-leori yang berhubungan dengan pcnelitian ini. 
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F. Analisis Data dan Teknik Analisis 

Menurul Soeratno dan Lincolyn Arsyad (2003:126) analisis data terdiri 

dari: 

1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif adaiah analisis yang dilakukan jika data yang 

dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-

kasus sehingga tidak dapat disusun ce dalam suatu struktur klasitlkaioris. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuanlilalif adalah analiiis yang dilakukan jika data yang 

dikumpulkan berjumiah besar dan mudah diklasitlkasikan ke dalam 

kategori. 

Analisis data yang akan digunaitan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, penulis akan menjelaskan dai i teori-teori yang ada dalam buku-buku 

referensi yang berhubungan dengan ptmetitian ini. Teknik analisis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalaf menyajikan angka, tabel, dan uraian 

penjelasan mengenai analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak 

tercapainya anggaran penerimaan PAD pada Pemerintah Kota Palembang. 
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H A S I L P E N E L I T I A N UAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kola Palembang 

Kota Palembang dldirikan p£,da tahun 605 Shaka (atau 683 Masehi) 

oleh Dapunta lyang. Keiahiran dati perkembangan Kota Palembang pada 

dasarnya sejalan dengan lahir dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya. 

Pada masa Kerajaan Sriwijaya nama Palembang belum dikenal, tetapi 

lokasi pusat Kerajaan Sriwijaya adalah bertempat dengan letak Kota 

Palembang sekarang. Setelah runtiihnya Kerajaan Sriwijaya barulah nama 

Palembang dikenal dengan " Falimpong sebagai mana tersebut dalam 

tuiisan Cina Chufanshi. Selain itu juga dapat dilihat dari tuiisan 

Wanglayuan yang berjudul Toaichilio (tahun 1349/1350) yang juga 

menyebutkan "Palimpong" untuk fCota Paiembang. Dilihat dari sejarah ini 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kota Paiembang sudah ada sejak 

sekitar pertengahan abad ke-14 dar ketika itu telah merupakan sebuah kota 

besar. 

Secara Gcogratls Kota Palembang terletak pada 104''37"-104''57'" 

Bujur Timur dan 2^52"-3°53" L ntang Selatan dengan ketinggian rata-

rala 12 meter dialas permukaan laut. Luas wilayah Kota Palembang adalah 

400,61 km2 atau 40.061 Ha. Bttas wilayah Kota Palembang sebelah 

Timur dan Uiaia berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Sebelah 

42 
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Sclalaii dan Barat Berbatasan dengan Ugan llir dan Kabupaten Muara 

Enim. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 

2000 yang telah diundangkan ptda tangga! 11 Deseniber 2000 dalam 

Lembar Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24, Kecamatan 

dalam Kota Palembang mengalami pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 

14 Kecamatan serta 103 Kelurahar. 

2. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Palembang 

Struktur organisasi Pemerintah Kota Palembang dipimpin oleh 

scorang wali kota dan dibantu seorang wakil wali kola, dan membawahi 

sekretaris daerah yang membawahi tiga asisten yaitu asisten tata praja, 

asisten ekonomi dan pembangunan, asisten administrasi. Berikut ini akan 

diuraikan mengenai susunan organisasi Pemerintah Kota Palembang yaitu 

sebagai berikut; 

a. Wali Kota 

b. Wakil Wali Kota 

c. Sekretaris Daerah 

d. Asisten Tata Praja 

1) Bagian Tata Pemerintahan 

a) Sub Bagian pemerintahan Umum 

b) Sub Bagian Pemerintahan dan Batas Wilayah 

c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja sama antar daerah 

d) Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan 
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c) Sub Bagian Perhubungan 

2) Bagian Kesatuan Bangsa 

a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa 

b) Sub Bagian Demokralisasi 

c) Sub Bagian penanganan masalah Aktuai 

3) Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana 

a) Sub Bagian Perundang-undangan, kajian hukum dan 

dokumentasi hukum 

b) Sub Bagian Bantuan dan Penyuiuhan Hukum 

c) Sub Bagian kelembagaan, Analisa dan Formasi jabatan 

d) Sub Bagian Kelatalaksa laan 

4) Bagian Hubungan masyarakat 

a) Sub Bagian Pengumpul;in Informasi 

b) Sub Bagian Pemberitaan 

e. Asisten Ekonomi dan Pcmbang man 

1) Bagian Perekonomian 

a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal 

daerah 

b) Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah 

c) Sub Bagian Pcrlanian 

d) Sub Bagian Pembinaan perusahaan di Daerah 

2) Bagian Pembangunan 

a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan 
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b) Sub Bagian Pemukiinan dan Prasarana Wilayah 

c) Sub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan 

3) Bagian Kcsejahleraan Sosiai dan Pemberdayaan Perempuan 

a) Sub Bagian Kesej:ihteraan Sosial dan Pemberdayaan 

Perempuan 

b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga 

c) Sub Bagian Agama 

d) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan 

Kelenagakerjaan 

e) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan 

Asisten Administrasi 

1) Bagian Keuangan 

a) Sub Bagian Anggaran 

b) Sub Bagian Pendapatan Daerah dan Verifikasi 

c) Sub Bagian Perbendaharaan 

d) Sub Bagian Pembukuan 

2) Bagian Umum dan Perlengcapan 

a) Sub Bagian Protokol 

b) Sub Bagian Rumah Targga 

c) Sub Bagian Analisa Kc->utuhan dan Pengadaan 

d) Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Perindustrian 

e) Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian 

f) Sub Bagian Sandi dan Pengolahan Data Elektro lik 



Gambar I V . l 
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Paiembang 

WW.I KOTAPELMBWC 
WAKIL WALIKOTA 

' ] 

SEKRETARIS DAEPJW 

Tata Pwnerrtahan 

PemennaiBn 

PeniecttalBn tlan 

Oton]n̂ Daê â Ilan 
Kenaemaartafdaetan 

PeirtMwati Pemer TtaTon 
Kelifarar 

AfisteT' 
Taa Praja 

Asser 
Etofomt dan PentartHfan 

Sitiliagian 
P"'tiubjigan 

Kesatuan Sangsa 
Sa^anHJun 
Orgarasidan 
Tata lahsara 

Bagia.̂  
Knra-Masyaranat PtiTbanguBn 

? t i ± Baaan Peratinn 
- j Per UU Kajian K*um 

Dolnrartasi rUim 

-| Sin'VnjiWarHAyn 

SuCBagar.KeierTtagavi 
-I Aneksa dart lormasi Jabatan 

Sub Bagian 
H Ketataiaksanasn 

anHaoflti 
Pergumpijah WofTHS; 

SrAiBagan 
Penteniaan 

RubFU-iBnOprnrJiKtran I 
danPerd̂ agandan 

Peranamari Modal Daerah 

Pemtargjan 

SubBagenKcoeras' 
Pa'gusaha Keal 
danmerwigah 

Sub Bagian 
Perlarian 

Bagart 
Kesqane-aar Sose'̂  oâ  
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3. Pembagian Tugas Pemerintah Koita palembang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang 

Pcmbcnlukan, Kedudukan, Tug; s Pokok, Fungsi dan Organisasi 

Sekretariat Daerah Kota Palembang. terdiri dari : 

a. Kepala Daerah 

1) Tugas Kepala Daerah 

Kcpala Daerah mempunya tugas memimpin suatu daerah dan 

mcmbangiin daerah dcmi pe lyelcnggaraan dan pembangunan suatu 

daerah.. 

2) Fungsi Kepala Daerah 

;.) Menyusun dan mcngajukan rancangan peraturan daerah kepada 

DPRD untuk dibahas bersama. 

h) Mcwakili daerahnya di dalam dan di luai pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum nnluk mewakllinya. 

b. Wakil Kepala Daerah 

1) Tugas Wakil Kepala daerali 

Wakil Kepala Daerah meni[ unyai tugas membanlu kepala daerah 

dalam membangun daerah. 

2) I'ungsi Wakil Kepala Daerah 

a) Mengkoordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

b) Mengkoordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan 

penuida. 
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c) Mengkoordinasi upaya pengembangan dan peleslarian sosial 

budaya dan lingkungan hidup. 

d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah 

dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah. 

Sekretariat Daerah 

1) Tugas Sekretariat daerah 

Sekretariat Daerah menipunys: tugas membantu Kepala Daerah 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, 

administrasi, dan tata laksa la serta memberikan peiayanan 

administrasi kepada seluruh per ingkat daerah (tugas pokok). 

2) Fungsi Sekretariat daerah 

a) Pcngkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. 

b) Penyelenggaraan administriLsi pemerintah. 

c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan. prasarana dan 

sanma oemerintah daerah. 

Asisten Tata Praja 

1) Tugas Asisten Tata Praja 

Asisten Tata Ihaja mempunyai tugas melakukan pembinaan 

penyelenggaraan pemerintah, perhubungan, komunikasi serta 

perumusan peraturan perundang-undangan. 

2) Fungsi Asisten Tata Praja : 
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a) Merumuskan bahan kebijakan, penyusunan program dan 

petunjuk teknis serta rni:mantau penyelenggaraan pemerintahan 

umum, kesatuan bangsa dan komunikasi. 

b) Melakukan koordinasi \ egiatan penyelenggaraan pemerintahan, 

kesatuan bangsa dan komunikasi. 

c) Menyusun bahan kebijakan dan koordinasi perumusan 

peraturan perundang-urdangan. 

Asisten I ata Praja terdiri dari : 

a) Bagian Tata Pemerinlahaii 

Bagian lata Pemerinliihan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembina 

penyelenggaraan pemerint; han ke kelurahan. 

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan : 

{ I ) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintah umum. 

(2) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi 

penyelenggaraan keagrariaan. 

(3) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi 

penyelenggaraan pembinaan pemerintah kelurahan. 

Bagian Tata Pemerintahan ini terdiri dari: 

(1) Sub Bagian Pemerintahan Umum; 

(2) Sub Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah; 

(3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah; 
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(4) Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan; 

(5) Sub Bagian Perhubingan. 

b) Bagian Kesatuan Bangsa 

Bagian Kesatuan Bangsa mempunyai tugas inengkoordinasikan 

dan memonitor penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa. 

Fungsi bagian Kesataar Bangsa : 

( I} Mempersiapkan bahan kebijakan dalam koordinasi dan 

monitoring penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa. 

(2) Pemantapan iniegrasi bangsa dan perkembangan politik. 

(3) Penanganan masalah aktuai kemasyarakatan, demokralisasi 

dan HAM, serta peinbantuan pelaksanaan pemilihan umum. 

Bagian Kesatuan Bangsa terdiri dari : 

(1) Suh Bagian Kesatuan Bangsa 

(2) Sub Bagian Demokralisasi 

(3) Sub Bagian Penanganan Masalah Aktuai 

e) Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai 

tugas melaksanakan penj usunan pedoman dan petunjuk teknis 

koordinasi pembinaan prnyelenggaraan perumusan perundang-

undangan dan pengkajian hukum, memberikan bantuan dan 

penyuiuhan. 

Fungsi bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana : 
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(1) Mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-

undangan, pembuatan peraturan daerah, keputusan kepala 

daerah, produk-procluk hukum dan pengkajian hukum. 

(2) Menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan bantuan 

hukum kepada semua unsur pemerintahan daerah atas 

masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta 

memberikan penyuiuhan hukum. 

(3) Menghimpun pera uran perundang-undangan, melakukan 

pubiikasi dan dokumentasi hukum scita mengelola 

pcrpusiakaan. 

(4) Mengelola data, menyiapkan bahan penyusunan pedoman 

dan pembinaan teknis penataan keicmbagaan. 

(5) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 

ketatalaksanaan yang menghimpun tata kerja, metode kerja 

dan prosedur kerja. 

(6; Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 

pendayagunaan aparatur negara. 

Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari : 

(1) Sub Bagian Peraluian Perundang-undangan, Kajian Hukum 

dan Dokumentasi Fiukum; 

(2) Sub Bagian Bantuan dan Penyuiuhan Hukum 

(3) Sub Bagian Keicmbagaan, Analisis dan Formasi Jabatan 

(4) Sub Bagian Ketatalaksanaan. 
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d) Bagian Hubungan Masyarakat 

Bagian Humas mempunyai lugas melaksanakan pembinaan dan 

pelaksanaan hubungan m isyarakat guna memperjelas kebijakan 

pembinaan Pemerintah Daiarah. 

Fungsi Hubungan Masyarakat, yaitu : 

(1) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan 

pelaksanaan hubungan masyarakat. 

(2) Melaksanakan hubungan antara pemerintah daerah dengan 

masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk 

memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah. 

(3) Melaksanakan in v'entarisasi dan dokumentasi serta 

distribusi bahan-bahan penerbitan. 

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari : 

(1) Sub Bagian Pengumpulan informasi; 

(2) Sub Bagian Pemberitaan. 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan 

1) Tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

koordinasi pembinaan pe aksanaan pembangunan/perekonoinian, 

kesejahteraan sosial, dan prmberdayaan perempuan. 

2) Fungsi Asisten Ekonomi d.in pembangunan 
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a) Mcngkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk 'eknis 

pembinaan pembangunan daerah, bangunan aniar daerah dan 

antar sektor. 

b) Mcngkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan di bidang perekonomian. 

c) Mcngkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 

di bidang kesejahteraan iosial dan pemberdayaan perempuan. 

Asisten i/konomi dan Pembangunan terdiri dari : 

a) Bagian Perekonomian 

Bagian perekonomoian mempunyai tugas melaksanakan dan 

mcngkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk tcknis 

pembinaan serta memon i toi perkembangan bidang sarana 

perekonomian dan peningka an produksi. 

Fungsi-fungsi bagian perekonomian : 

1. Penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan di bidang 

industri dan perdagangan, pasar dan slatistik serta 

pembinaan modal da .'rah. 

2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di 

bidang koperasi. pengusaha kecil dan menengah. 

3. iVnyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di 

bidang pcrtaniaii, p.'temakan, perikanan. kchutanan dan 

perkebunan 
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4. Penyusunan pedoman dan petunjuk leknis pembinaan di 

bidang perusahaan daerah dan perbankan daerah. 

Bagian ekonomi dan Perrbangunan terdiri dari: 

(1) Sub Bagian Perinduitrian, Perdagangan, dan Penanaman 

Modal Daerah; 

(2) Sub Bagian Koperasi. Pengusaha Kecil dan Menengah; 

(3) Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah. 

b) Bagian Pembangunan 

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan oan 

mengkoordinasikaii penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan 

serta pengendalian pembangunan. 

Fungsi-fungsi Bagian Pembangunan terdiri dari : 

(1) Melakukan koordinasi dan penyusunan pembangunan 

daerah. 

(2) Melakukan koordin isi dan penyusunan pembangunan 

pemukiman dan prasarana wilayah. 

(3) Melakukan koordinasi dan penyusunan-penyusunan ruang 

dan lingkungan. 

(4) Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan. 

Bagian pembangunan ter Jiri dari : 

(1) Sub Bagian Perencaniian Pembangunan; 

(2) Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah; 
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(3) Sub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan. 

c) Bagian Kesejahteraan Scsinl dan Pemberdayaan Perempuan 

Tugas bagian ini meiacsanakan dan mengkoordinasikan 

penyusunan program dan tt;knis pembinaan serta niemantaii 

perkembangan kegiatan peiayanan kesejahteraan sosial dan 

pemberdayaan perempuan. 

Fungsi-fungsi bagian Kestjahteraan Sosial dan Pemberdayaan 

Perempuan terdiri dari: 

(1) Pembinaan di bidang kesejahteraan sosial. 

(2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi 

pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, 

kepemudaan, dan olahr iga. 

(3) Koordinasi pembinaan urusan agama. 

(4) Pembinaan urusan kesehatan, kelenagakerjaan, keluarga 

bereneana, dan pemberdayaan perempuan. 

Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 

terdiri dari: 

{ ] ) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan 

Olahraga: 

(2) Sub Bagian Agama; 

(3) Sub Bagian Kesejaiteraan Sosial, Kesehatan, dan 

Kelenagakerjaan; 

(4) Suh Bagian Pemberdayaan Perempuan. 
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f, Asisten Administrasi 

1) Tugas Asisten Administrasi 

Asisten administrasi memp.inyai tugas melaksanakan penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis koordinasi, pembinaan kepegawaian, 

keuangan, periengkapan, cetalausahaan, kearsipan, dan rumah 

tangga. 

2) Fungsi Asisten Administrasi 

a) Melakukan koordinasi penyusunan program anggaran dan 

pengelolaan adminisirari keuangan. 

b) Melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis urusan protokol, periengkapan, lata usaha, kepegawaian 

dan rumah tangga. 

Asisten Administrasi terdiri dari : 

a) Bagian Keuangan 

Bagian keuangan meirpunyai tugas yailu melaksanakan dan 

mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan 

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 

mcmbina administrasi keuangan. 

Fungsi-fungsi Bagian Keuangan terdiri dari: 

(1) Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan, perubahan, 

dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Koordinasi pengelo aan administrasi keuangan. 
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(3) Melakukan koordinasi perumusan peningkalan dan 

pembinaan pendapatan d-ierah. 

(4) Menguji kebenaran penagihan dan peningkalan Sural 

Perintah Membayar Uang (SPMU), mengadakan 

pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan. 

Sub Bagian Keuangan terdir dari: 

(1) Sub Bagian Pendapatan Daerah; 

(2) Sub Bagian Anggaran; 

(3) Sub Bagian Perbendaharaan; 

(4) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi. 

b) Bagian Umum dan Periengkapan 

Bagian umum dan periengkapan mempunyai tugas yailu 

mencatat aset-aset pemerintah, mencatat sural masuk dan keluar 

pemerintah kota palembang, can menyiapkan acara-acara dinas 

wali kota. 

Fungsi-fungsi bagian umum dan periengkapan terdiri dari : 

(1) Menyusun rencana dan program kerja Bagian Umum dan 

Periengkapan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 

yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Membagi tugas dan mtjmberi petunjuk kepada staf agar 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas. 
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(3) Mengumpulkan bahan dan koordinasi keg'atan tata usaha 

pimpinan dan protokol. 

(4) Mengumpulkan bahai kooidinasi pembinaan kearsipan. 

(5) Mengumpulkan koc rdinasi pelaksanaan urusan rumah 

tangga Sekretaris Dat rah. 

Sub Bagian Umum dan Periengkapan terdiri dari; 

(1) Sub Bagian Prolokoi 

(2) Sub Bagian Sandi dan Pengolahan data elektronik 

(3) Sub Bagian Tata Usaaa dan kepegawaian 

(4) Sub Bagian Rumah Tangga 

(5) Sub Bagian Analisa Kebiituhan dan pengadaan 

(6) Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Perindustrian 

4. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang 

Visi Pemeriniah Kota Pa.embang adalah "Paiembang kota 

metropolitan, mandiri dan berkua itas Tahun 2008". Sedangkan Misi 

Pemerintah Kota paiembang adalah sebagai berikut: 

a. Mengeinbangkan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang berakhlak, bermoral dan tierbudaya sebagai pilar pembangunan 

kota. 

b. Meningkatkan penataan ruang serta sarana dan prasarana dasar 

perkolaan. 
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c. Mendorong meningkatnya inviistasi, industri, perdagangan dan jasa 

serta pengembangan pariwisata dan pelestarian warisan sejarah 

budaya. 

d. Mengoplimalkan pengelolaan kcuangan daerah. 

e. Melaksanakan peiayanan prima. 

r. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan pihak lain, baik dalam 

maupun luar negeri. 

g. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi 

aktif pembangunan kota palembang. 

5. Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemenntah 

Kota Palembang 

Tabel lV,! 
Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah 

Kota palembang Tahun 2004-2006 
(dalam Rupiah) 

Tahun Anggaran Reaiisasi Persentase 

2004 39.339.006,682,00 26.925.506.394,50 68,44% 

2005 44.100.000.000,00 34.4 88.692.117,00 78,20% 

2006 43.225.000.000,00 40.652.365.155,80 94,04% 

Sumber; Pemerintah Kota Palem bang 2C07 
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6. Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada 

Pemerintah Kota Palembang 

Tabel IV.2 
Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah 

Kota palembang Tahun 2004-2006 
(dalam Rupiah) 

Tahun Anggaran Lealisasi Persentase 

2004 31.478.935.500,00 27.439.655.574,50 87,16% 

2005 51.755.251.000.00 36.995.982.451,25 71,48% 

2006 61.041.972.527.00 37.016.633.853,50 60,64% 

Sumber; Pemeriniah Kota Palem bang 2007 

7, Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada 

Pemerintah Kota Palembang 

Tabel IV.3 
Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006 
(Dalam i (upiah) 

Tahun Anggaran . tealisasi Persentase 

2004 75.367.171.982.00 61.5::6.178.324,00 81,71% 

2005 101.021.534.500,00 77.416.857.337,96 76,63% 

2006 1 12.947.828.304,00 89.6:'6.046.899,37 79,39% 

Sumber: Pemerintah Kota Palem bang 2007 

B. Pembahasan 

1. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target 

Penerimaan Pajak Daerah Pada I'emerintah Kota Palembang 

Berdasarkan dala dan teori y.ing di dapat, dapal diuraikan faktur -

faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah dan 
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jenis pajak daerah yang paling rendah pencapaian targetnya pada 

Pemerintah Kota Palembang adalah /ebagai berikut: 

a. Penentuan target belum realislis 

Sistem penentuan target yang didasarkan pada data liistoris 

disebabkan oleh terlalu besamya target yang ditetapkan dibandingkan 

dengan realisasinya. Penetapan t arget yang belum realistis dapat dilihat 

dari tabel I V . l . Pada tahun 2001 reaiisasi penerimaannya tidak dapat 

mencapai target yang telah diteiapkan dimana target yang ditetapkan 

Pemerintah Kola Palembang adalah sebesar 39.339.006.682,00 dan 

realisasinya sebesar 26.925.506 394,50 dengan persentase pencapaian 

68,44%. Pada lahun 2005 reaiisasi penerimaan Pajak Daerah juga tidak 

dapat mencapai target yang telah ditetapkan dimana target yang 

ditetapkan pemerintah sebesar 44.100.000.000,00 dan realisasinya 

sebesar 34.488.692.117.00 dengan persentase pencapaian 78,20%. 

Namun paUa tahun 2006 realisad penerimaan yang didapal juga tidak 

bisa mencapai target, dimana target yang ditetapkan Pemerintah Kota 

Palembang sebesar 43.225.000,000,00 dan reaiisasi peneiiinaannya 

sebesar 40.652.365.155,80 dengan persentase pencapaian 94,04%. 

b. Sanksi yang belnm efektif 

Peneiapan sanksi hukum pada Pemerintah Kota Palembang 

belum dapat berjalan sebagai mana mestinya, padahal telah d'lelapkan 

dua cara sanksi penegakkan hukum pajak yaitu : 

I) Sanksi Administrasi terdiri d i r i : 
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a) Sanksi denda 

b) Sanksi surat teguran, surat paksa, penyitaan sampai dengan 

lelang yang dilakukan petiigas juru sita 

c) Sanksi surat peringatan !, I I , III dan berakhir sampai dengan 

eksekusi pencabutan tempat usaha. 

2) Sanksi Pidana terdiri dari : 

Diawali dengan pcnyeiidihan pemberkasan sampai dengan 

pengadilan yang dilakukan oleh petugas PNS/polisi/jaksa dan 

hakim dengan ancaman 6 (etiam) tahun penjara dan denda empat 

kali ketetapan pajak daerah. 

Berdasarkan penetapan hukam pajak yang dilakukan Pemerintah 

Kota Palembang, maka dalam penerapan hukum pajak tersebut 

terdapat faktor yang tidak mendukung sehingga apa yang direiicanakan 

tidak sesuai dengan harapan. Penetapan sanksi hukum belum dapat 

berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan belum didukung oleh data 

yang akural dan dari sudut sanksi pidana belum berjalan sebagaimana 

mestinya karena sampai saat ini belum ada orang yang dilahnn 

dikarenakan tidak membayar tunggakan pajak yang menjadi 

kcwajibannya. 

c. Rendahnya tingkat kepatuhan iinembayar 

Kesadaran wajib pajak dalam membayar sangat besar 

pengaruhnya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, karen:. 

sering kali wajib pajak tidak r lau membayar pajak ataupun tidak 
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transparannya laporan omzet yang disampaikan oleh wajib pajak, 

sehingga pajak yang dibayar hanya separuh dari ketentuan tarif yang 

berlaku. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak 

tentang pentingnya pembayaran pajak, kurangnya pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan uparat pajak atau Pemerintah Kota 

Palembang. Tarif pajak daerah untuk tiap jenisnya berbeda-oeda, 

sehingga besarnya penerimaan pajak juga beragam. Wajib pajak sering 

kali mengeluhkan bahwa tarif yang dikenakan terlalu tinggi padahal 

tarif yang ditentukan telah disesuaikan agar tidak memberatkan 

masyarakat. 

Dalam rangka unluk pembahasan jenis pajak daerah yang mana yang 

paling rendah pencapaian targetnya, maka akan disajikan terlebih dahulu 

anggaran dan reaiisasi penerimaan jenis-jenis pajak daerah tahun 2004-

2006 sebagai berikut: 

Tabel IV.4 
Anggaran dan Reaiisasi Penerii laan Jenis-jenis Pajak Daek-ah 

Pemerintah Kota palembang Tahun 2004 
(dalam Rupiah) 

No Jenis Pajak 
daerah 

Anggaran Reaiisasi selisih % 

1. Pajak Hotel 5.271.000.000,00 3.200.124.002,00 (2.070.875.998,00) 60,71% 

2. Pajak Restoran 6.794.220.400,00 6.148.773.092,00 (645.447.308,00) 90,50% 

3. Pajak Hiburan 1.523.583.000,00 1.410.066.162,00 (113.5:6.838,00) 92,54% 

4. Pajak Reklame 2.050.417.282,00 2.158.479.617,00 108.062.335,00 105,27% 

5. Pajak Penerangan 
Jalan 

22.400.000.000,00 13.105.041.949,50 (9.294.958.050,50) 58,50% 

6. Pajak Pcngambilan 
bahan Golongan C 

299.786.000,00 373.027.812,00 73.241.812,00 124,43% 

7. Pajak Parkir 1.000.000.000,00 529.993.760,00 (470.006.240,00) 52,99% 

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008) 
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Tabel IV.S 
Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah 

Pemerintah Kota pakmbang Tahun 2005 
(dalam Rupiah) 

No Jenis Pajak 
daerah 

Anggaran Reaiisasi selisih 

Pajak Hotel 4.100.000.000,00 4 126.245.223,00 26.245.223,00 100,64% 

2. Pajak Restoran 8.000.000.000,00 7 292.356.990,00 (707.643.010,00) 91,15% 

3. Pajak Hiburan 1.750.000.000,00 1 553.294.553,00 (196.705.447,00) 88,75% 

4. Pajak Reklame 3.000.000.000,00 3,003.065.464,00 3.065.464,00 100,10% 

5. Pajak Penerangan 
Jalan 

26.000.000.000,00 17.187.789.991,00 (8.812.210.009,00) 66,10% 

6. Pajak Pengambilan 
bahan Golongan C 

500.000.000,00 550.611.336,00 50.611.336,00 110,12% 

7. Pajak Parkir 750.000.000,00 775.328.560,00 25.328.560,00 103,37% 

Sumber: Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008) 

Tabel IV.6 
Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah 

Pemerintah Kota palembang Tahun 2006 
(dalam Rupiah) 

No Jenis Pajak 
daerah 

Anggaran Reaiisasi selisih % 

1. Pajak Hotel 4.700.000.000,00 4 535.807.247,00 (164.192.753,00) 96,50% 

2. Pajal; Restoran 8.600.000.000,00 8 693.872.755,80 93.872.955,80 101,09% 

3. Pajak Hiburan 2.000.000.000,00 I 793.524.705,00 (206.475.295,00) 89,67% 

4. Pajak Reklame 3.700.000.000,00 3 628.407.134,00 (71.592.866,00) 98,06% 

5. Pajak Penerangan 
Jalan 

22.500.000.000,00 20 439.896.082,00 (2.060.103.918,00) 90,84% 

6. Pajak PengambitaiT 
bahan Golongan C 

600.000.000,00 507.830.032,00 (92.169.968,00) 84,63% 

7. Pajak Parkir 1.125.000.000,00 1 053.027.000,00 (71.973.000,00) 93,60% 

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Pal ambang 2008) 

Berdasarkan anggaran dan reaiisasi penerimaan jenis pajak daerah 

tahun 2004 - 2006 diatas, dapat dib.ihas sebagai berikut: 
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Tahun 2004 

Dari data tabel IV.4 dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah yang 

paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase adalah 

pajak parkir dirnana tingkat persentase pencapaiannya sebesar 52,99To, 

sedangkan jenis pajak daerah yarg paling tinggi pencapaian targetnya 

adalah pajak pengambilan bahan ]!,olongan C dimana tingkat persentase 

pencapaiannya sebesar 124,43%. 

Tahun 2005 

Dari data tabel IV.5 dapat dicetahui bahwa jenis pajak daerah yang 

paling rendah pencapaian targetnye adalah pajak penerangan jalan dimana 

menurut tingkat persentase penes paiannya sebesar 66,10%, sedangkan 

jenis pajak daerah yang paling tinggi pencapaian targetnya adalah pajak 

pengambilan bahan golongan C dimana tingkat persentase pencapaiannya 

sebesar 110,12%. 

Tahun 2006 

Dari data tabel IV.6 dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah yang 

paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase adalah 

pajak pengambilan bahan golongan C dimana tingkat persenlase 

pencapaiannya sebesar 84,63%, seiangkan jenis pajak daerah yang paling 

tinggi pencapaian targetnya adilah pajak restoran dimana tingkat 

persentase pencapaiannya sebesar ' 01,09%. 
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Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target 

Penerimaan Reiribusi Daerah Pada Pemerintah Kota F'alembang 

Berdasarkan data dan teori yang di dapat, dapat diuraikan faktor -

faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah dan 

jenis retribusi daerah yang paling rendah pencapaian targetnya pada 

Pemerintah Kota Palembang adalah iebagai berikut: 

a. Adanya penyinipangan - penyimpangan yang dilakukan oleh 

petugas 

Penyimpangan - penyimpangan yang terjadi dalam peniunguian 

reiribusi daerah pada beberapa instansi Pemerintah Kola Palembang 

disebabkan karena adanya petugas retribusi yang hanya menycrahkan 

sebagian dari hasil retribusi yang dipungutnya dan adanya pemakaian 

pribadi yang dilakukan oleh petugas, dan juga sering kali adanya 

penundaan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas 

yang telah ditunjuk untuk mclakjkan pemungutan retriousi. 

b. Sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan 

masih tcrbatas 

Tidak tercapain>'a target penerimaan retribusi daerah dapat 

disebabkan oleh jumlah atau ^uantitas pegawai di lapangan yang 

terbilang sangat minim. Hal i li disebabkan karena jumlah petugas 

yang mau ditempatkan di lauangan sangat sedikit sekali untuk 

melakukan pemungutan retribusi dan seringkali para petugas 

membiarkan adanya pemungutan liar yang terjadi di sekitar petugas 
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yang menyebabkan target retribusi daerali tidak terealisasi. Selain itu 

dari segi pendidikan masih banyaknya petugas pemungut retribusi 

yang lulusan SMU ataupun honor yang memiiiki pengalaman yang 

tcrbatas, sehingga petugas pemungut retribusi tidak menjalankan 

tugasnya dengan sungguh-sun^^guh. Dengan adanya Sumber Daya 

Manusia yang kurang memadai dan kurang berpotensiai tersebut dapat 

mengakibatkan tidak tercapain/a target penerimaan retribusi daerah 

pada Pemerintah Kota Palembang. 

Daiam rangka untuk pembah-isan Jenis retribusi daerah yang mana 

yang paiing rendah pencapaian ta getnya, maka akan disajikan terltbih 

dahulu anggaran dan reaiisasi pcnerimaan jenis-jenis retribusi daerah 

tahun 2004-2006 sebagai berikut: 

Tabel IV.7 
Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Pemerintah Kota palembang Tahun 20U4 
(Dalam Rupiah) 

NO Jenis Retribusi 
daerah 

Anggaran Reaiisasi Selisih % 

1. Pungutan Biaya 
Administrasi 
(LEGES) 

136.600.000,00 93.884.000,00 (42.716.000,00) 68,72% 

2. Ret. Jasa usaha 
tempat pelelangan 
ikan 

85.000.000,00 79.126.673,00 (5.873.327,00) 93,09% 

Ret. Jasa usatia 
rumah potong 
hewar. 

185.000.000,00 163.843.500,00 (21.156.500,00) 88,56% 

4. Ret. Usaha 
kehutanan 

75.000.000,00 75.607.900,00 607.900,00 100,81% 

5. Ret. Pengusaha dan 
Pengelolaan sarang 
walet 

75.000.000,00 (75.000.000.00) 0% 
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6. Ret. Iniida daftar 
perusahaan 

- J C A/̂ n AAA AA Qz T<Q mn (\(\ 1 ! 7Sfi inn Hii ! I ^ K;T>/, 

1 1 3.0 / /o 
7. Ret. izin u.sa!ia 

pedagangan 
150.000.000,00 162.050.000,00 12.050.000,00 108,03% 

8. Kei. izir> usaha 
industri 

12.500.000,00 8.400.000,00 (4.100.000.00) 67.2% 

9, Ret. Peiayanan 
pasar 

4.104.488.700,00 3.242.671.387,00 (86I.8'7.3I3,00) 79,00% 

10. Ret. Pasar grosir & 
pertokoan 
(perpasaran swasta) 

48.000.000.00 (48.000.000,00) OTo 

11. Ret. Izin gangguan 1.400.000.000,00 2.285.912.140,00 885.912.140,00 163,27% 

12. Ret. Pembinaan 
dan pengawasan 
norma keselamatan 
kerja 

115.000.000,00 1 10.661.439,00 (4.338.561.00) 96,22% 

13. Ret. Pembinaan 
perusahaan dan 
ketenaga kerjaan 

35.000.000,00 31.475.000,00 (3.525.000,00) 89,92% 

14. Ret. Peiayanan 
kesehatan 

1.815.334.300,00 1.347.874.586,00 (467.459.714,00) 74,24% 

15. Ret. PPUT 10.000.000,00 9.275.000,00 (725.000,00) 92,75% 

16. Ret. Pangkas 
rambul dan salon 

12.500.000,00 11.865.000,00 (635.000,00) 94.92% 

17. Ret. Penggantian 
biaya cetak 

100.000.000,00 92.269.120,00 (7.730.880,00) 92,26% 

1 o Ret. Izin 
mendirikan 
bangunan 

1 1 C(\f\ i\f\f\ C\f\i\ f \ I \ 

11.500.000.000,00 
C\ "7 T /A I ' l l c f\r\ 

9.7J9. 171.525,00 
/ I "T zT /\ 0 ' " i O C ( \ f \ \ 

(I.760.8z8.475,00) 
Q A Z" O f t Z 

84,68% 

1 £\ 

19. Ret. Iz.in 
penggunaan tanah 

60.000.000,00 f f t\ f \ f \ r \ c \ ( \ t \ t \ [ \ \ 

(60.000.000.00) 0% 

20. Ret. Izin 
penggunaan 
bangunan 

150.000.000,00 178.865.195,00 28.865.195,00 119,24% 

Ret. Pemeriksaan 
alat pemadam 
bahaya kebakaran 

130.000.000,00 108.906.820,50 /A 1 Am I AO CA\ 
\ L \ .uVd. 1 /y,ju) 

OA AAO/ 
63,//yo 

22. Ret. Jasa usaha 
peindKdidn 
kekayaan daetah 

150.000.000,00 112.430.666,00 (37.569.334,00) 74,95% 

23. Ret. Izin usaha jasa 
kniistniksi 

50.000.000,00 80.346.500,00 30.346.500,00 160,69% 

24. Ret. Izin gaiian 
PAM, Telkom. 
Gas. Listrik. Gaiian 
C 

25.000.000,00 20.802.500,00 (4.197.500,00^ 83,21% 

25. Ret. Parkir dilepi 
jalan umum 

3.150.000.000,00 2.230.772.200,00 (919.227.800.00) 70,81 % 
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26. Ret. Pengujian 
kendaraan 
bermotor 

2.250.000.000,00 2.132.890.180,00 (117.109.820,00) 94,79% 

27. Ret. terminal 1.250.000.000,00 1.390.147.125,00 140.147.125,00 1 1 1,21% 

28. Ret. Jasa angkutan 
dan penyeberangan 

265.000.000,00 283.8''0.950,00 18.870.950,00 107,12% 

29. Ret. Izin trayek 200.000.000,00 173.690.000,00 (26.310.000,00) 86,85% 

30. Ret. Pembinaan 
perhubungan udara 
dan teielomunikasi 

50.000.000.00 5.955.000,00 (44.045.000,00) 11,91% 

31. Ret. Beca 75.000.000,00 64.390.000,00 (10.610.000,00) 85,85% 

32. Ret. Pembinaan 
pemanfaatan media 
informasi & 
komunikasi 

15.000.000,00 11.715.000,00 (3.285.000,00) 78,1% 

33. Ret. Peiayanan 
persampahan / 
kebersihan 

1.403.325.000,00 1.000.008.000,00 (403.317.000,00) 71,25% 

34. Ret. Peiayanan 
pemakaman 

21.487.500,00 14.639.650,00 1.6.847.850,00) 68,13% 

35 Ret. Peiayanan 
pengabuan mayat 

29.700.000,00 9.500.000,00 (20.200.000,00) 31,98% 

36. Ret. Jasa usaha 
fjenyedotan tinja 

75.000.000,00 75.034.500,00 34.500,00 100,05% 

37. Ret. Jasa usaha 
pengelolaan limbah 
cair 

760.000.000,00 644.970.848,00 (115.029.152,00) 84,86% 

38. Ret. Penggantian 
biaya cetak KTP 

875.000.000,00 904.215.550,00 29.215.550,00 103,33% 

39. Ret. Penggantian 
biaya cetak akte 
capil 

385.000.000,00 280.560.750,00 (104.439.250,00) 72,87% 

40. Ret. Pembina usaha 
kepariwisalaan 

175.000.000,00 175.098.570,00 98.570,00 100,05% 

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Pa'embang 2008) 

TabelIV.8 
Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Pemerintah Kota palembang Tahun 2005 
(Dalam Rupiah) 

NO Jenis Retribusi 
daerah 

Anggaran Reaiisasi Selisih % 

1. Pungutan Biaya 
Administrasi 
(LEGES) 

200.000.000,00 116.706.000,00 (83.294.000,00) 58,35% 

y 
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2. Ret. Penggantian 
biaya K I P 

633.036.050,00 821.779.200,00 188.743.150,00 129,8' % 

3. Ret. Jasa usaha 
tempat pendaratan 
ikan 

100.000.000,00 11- .513.953,00 1J.513.953,00 1 1 1 f i n / 

113,51% 

4. Ret. Jasa usaiia 
rumah potong 
hewan 

A f\f\t\ A A A A A 

j43.000.000,00 
A A . i A 1 A A A A A A 

304.410.000,00 
/ A O Zl\f\ A A A A A \ 

(jo.j90.UUU,0U) 
So, /4yo 

5. Ret. Usaha 
kehutanan 

85.000.000,00 59.543.150,00 (25.456.850,00) 70,05«/o 

6. Ret. Pengusaha dan 
Pengelolaan sarang 
walet 

75.000.000,00 - (75.000.000,00) 0% 

7. Ret. Tanda daftar 
perusahaan 

125.000.000,00 109.955.100,00 (15.044.900,00) 87,96% 

8. Ret. izin usaha 
pedagangan 

350.000.000,00 252.800.000,00 (97.200.000,00) 72,22% 

9. Ret. Izin usaha 
industri 

25.000.000,00 16.044.000.00 (8.956.000,00) 64,18% 

10. Ret. Penyimpangan 
dan atau 
penyaluran bahan 
migas dan non 
mi gas 

130.000.000,00 163.739.830,00 33.739.830,00 125.95% 

11. Ret. Peiayanan 
pasar 

4.225.951.000,00 2.461.270.309,00 (1.764.680.691,00) 58,24% 

12. Ret. Pasar grosir & 
pertokoan 
(perpasaran swasta) 

66.800.000,00 15.545.000,00 (51.255.000.00) 23,27% 

13. Ret. Izin gangguan 1.700.000.000,00 1.7 3.407.677,00 13.407.677,00 100,78% 

14. Ret. Pembinaan 
dan pengawasan 
norma keselamatan 
kerja 

135.000.000,00 135.736.756,25 1.736.756,25 101,28% 

15. Ret. Pembinaan 
perusahaan dan 
ketenaga kerjaan 

65.000.000,00 49.150.000,00 (15.850.000,00) 75,61% 

16. Ret. Peiayanan 
kesehatan 

5.250.000.000,00 2.2 76.496.621,00 (2.973.503.379,00) 43,36% 

17. Ret. PPUT 12.500.000.00 13.275.000,00 775.000,00 106,2% 

18. Ret. Pangkas 
lambut dan salon 

13.500.000,00 13.020.000,00 (480.000,00) 96,44% 

19. Ret. Penggantian 
biaya cetak 

250.000.000,00 109.970.000,00 (140.030.000,00) 43,99% 

20. Ret. izin 
mendirikan 
bangunan 

19.000.000.000,00 17.:81.567.400,00 (1.718.432.600,00) 90,95% 

21. Ret. Izin 
penggunaan tanah 

100.000.000,00 84.270.000.00 (15.730.000,00) 84,27% 
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22. Ret. Pembinaan 
dan 
penyelenggaraan 
reklame 

630.000.000,00 645.904.616,00 (4.095.384,00) 99.36% 

Z J , Ret. Pemcriksaan 
alat pemadaiTi 
bahaya kebakaran 

ASA AAA AAA AA 17 d 1R 1 an nn f t 1 d SRI RKiO Ant 
(I 1 4 .JO 1 .OOU.UU ) 

54 l f S % 

24. Kei. Jasa usaha 
pemakaian 
kekayaan daerah 

AOS AAA AAA AA d 7 d R7S ASA AA /AOA 1 Ad ASA AAt no.jd /o 

25. Ret. Parkir ditcpi 
jaian umum 

5.036.000 000,00 2.495.459.500.00 (2.540.540.500,00) 49,55To 

26. 

~dl. " 

Ret. Pengujian 
J V L J lUdi dell L 
bermotor 
Ret. terminal 

2.850.000.000,00 2.339.244.520,00 (510.755.480,00) 82,07% 26. 

~dl. " 

Ret. Pengujian 
J V L J lUdi dell L 
bermotor 
Ret. terminal 1.750.000.000,00 1.542.283.550,00 ̂  (207.716.450,00) 88,13% 

28. Ret. Jasa angkutan 
l a i i t ciintTAi Ji/ 

penyeberangan 

300.000.000,00 271.514.500,00 (28.485.500,00) 90,50% 

29. Ret. Izin trayek 250.000.000,00 174.845.000,00 (75.155.000,00) 69,93% 

30. Ret. Pembinaan 
perhubungan udara 
dan teielomunikasi 

75.000.000,00 6.035.000,00 (68.965.000,00) 8,04% 

31. Ret. Beca 75.000.000,00 4.745.000,00 (70.255.000,00^ 6,32% 

32. Ret. Pembinaan 
pemaniaatdn meuia 
info.Tnasi & 
KomuniKasi 

20.000.000,00 10.975.000,00 (9.025.000,00) 54,88% 

A 

JJ. Ret. Peiayanan 
iA**T"c o TTA V\o ri on / 

persampandn / 
kebersihan 

1.803.900.000,00 964.177.500,00 (839.722.500,00) 53,44% 

34. Ret. Peiayanan 
nftTi 1L ci m n pci J1 clKal L Idi 1 

40.850.000,00 41.700.000,00 850.000,00 102,08% 

35. Ret. Peiayanan 
p c i i g d u u d i i i i i t i y a i 

55.250.000,00 13.100.000,00 (42.150.000,00) 23,71% 

36. Ret. Jasa usaha 
penyedolan tinja 

100.000.000,00 61.017.000,00 (38.983.000,00) 61.02% 

J /. Ret. Jasa usaha 
pengelolaan limbah 

l AAA SAA AAA AA f OR 7A7 7AQ AA /A AAA AAA A 7 I AA'. \Z. i\JJ. 1 / Z.Z J 1 ,"Uy 1 R 1 A"/. 1 0,1d/o 

38. Ret. Penggantian 
biaya cetak KTP 

627.109.950,00 505.808.100,00 (121.301.850,00) 80,65% 

39. Ret. Penggantian 
biaya cetak akte 
capil 

589.854.000,00 214.983.500,00 (374.870.500,00) 36,44% 

40. Ret. Pembina usaha 
kepariwisalaan 

400.000.000,00 382.009.050,00 (17.990.950,00) 95,50% 

Sumber: Data yang diolah (Pemerintah Kota Pa'embang 2008) 
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Tabel IV.9 
Anggaran dan Reaiisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Pemerintah Kota palembang Tahun 2006 
(Dalam Rupiah) 

NO Jenis Retribusi 
daerah 

Anggaran Reaiisasi Selisili % 

1. Pungutan Biaya 
Administrasi 
(LEGES) 

200.000.000,00 100.758.000,00 (99.242.000,00) 50,38% 

2. Ret. Penggantian 
biaya KTP 

1.260.146.000,00 244.890.350,00 (1.015.255.650,00) 19,43% 

5. Ret. Sewa gedung 55.000.000,00 10.614.835,00 (44.385.165,00) 19,29% 

4. Ret. Jasa usaha 
tempat pelelangan 
Ikan 

150.000.000,00 156.288.260,00 6.288.260,00 104,19% 

5. Ret. Jasa usaha 
rumah potong 
hewan 

600.000.000,00 301.405.000,00 (298.595.000,00) 50,23% 

6. Ret. Usaha 
kehutanan 

100.000.000,00 87.743.625,00 (12.256.375,00) 87,74% 

7. Ret. Pengusaha dan 
Pengelolaan sarang 
walet 

150.000.000,00 (150.000.000.00) 0% 

8. Ret. Tanda daftar 
perusahaan 

150.000.000,00 114.616.350,00 (35.383.650,00) 76,41% 

9. Ret. Izin usaha 
pedagangan 

400.000.000,00 252.250.000,00 (147.750.000,00) 63,06% 

10. Ret. Izin usaha 
Industri 

50.000.000,00 19.519.500,00 (30.480.500,00) 39,04% 

I 1. IV d 1^ 

Ret. Penyimpangan 
dan atau 
penyaluran bahan 
migas dan non 
migas 

200.000.000,00 182.234.202,00 / I T T Z - f T f l O f \ f \ \ 

(17.765.798,00) 91,11% 

12. Ret. Izin gangguan 1.870.000.000,00 1.999.458.480,00 129.458.480,00 106,92% 

13. Ret. Pembinaan 
dar. pengawasan 
norma keselamatan 
kerja (K.3) 

150.000.000,00 140.758.260,00 (9.241.740,00) 93,83% 

14. Ret. Pembinaan 
perusahaan dan 
ketenaga kerjaan 

65.000.000,00 43.410.000,00 (21.590.000,00) 66.78% 

15. Ret. Peiayanan 
kesehatan 

10.045.579.277,00 7.379.421.609.00 (2.666.157.668,00) 73,45% 

16. Ret. PPUT 12.500.000,00 22.575.000,00 10.075.000,00 180,6% 

\1. Ret. Pangkas 
rambut dan salon 

13.500.000,00 6.760.000,00 (6.740.000,00) 50,07% 
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18. Ret. Penggantian 
biaya cetak 

250.000.000,00 91.220.000,00 (158.780.000,00) 36,49% 

19. Ret. Izin 
nicndirikan 
bangunan 

22.500 000.000,00 I2.;.29.702.750,00 (9.970.297.250,00) 55,68% 

20. Ret. Izin 
penggunaan tanah 

225.000.000,00 25 3.436.800,00 28.436.800,00 112,63% 

21. Ret. Pembinaan 
dan 
penyelenggaraan 
reklame 

1.500.000.000.00 1.398.997.462,00 (101.002.538,00) 93,26% 

22. Ret. Pemeriksaan 
alat pemadam 
bahaya kebakaran 

300.000.000.00 2̂  5.792.874,00 (54.207.126,00) 81,9J% 

23. Ret. Jasa usaha 
pemakaian 
kekayaan daerah 

720.000.000.00 5(16.785.100,00 (213.214.900,001 70,38% 

24. Ret. Parkir ditepi 
jaian umum 

5.036.000.000,00 2.436.547.700,00 (2.599.452.300,00) 48,38% 

25. Ret. Pengujian 
kendaraan 
bermotor 

3.600.000.000.00 2.479.920.160,00 (1 120.079.840.00) 68,88% 

26. Ret. terminal 2.000.000.000,00 1.406.333.700,00 (593.666.300,00) 70,31% 

27. Ret. Jasa angkutan 
laut, sungai 
& penyeberangan 

1.000.000.000.00 6(15.500.800,00 (394.499.200,00) 60,53% 

28. Ret. Izin trayek 1.000.000.000.00 1.366.580.000,00 366.580.000,00 136,66% 

29. Ret. Pembinaan 
perhubungan udara 
dan lelelomunikasi 

400.000.000,00 421.234.600,00 21.234.600,00 105,30% 

30. Ret. Beca 30.000.000.00 1.170.000,00 (28.830.000,00) 3,9% 

31. Ret. Pembinaan 
pemanlaatan media 
informasi 
&komunikasi 

50.000.000,00 13.875.000,00 (39.125.000,00) 21,75% 

32. Ret Peiayanan 
persampahan / 
kebersihan 

2.000.000.000,00 1.003.827.000,00 (996.173.000,00) 50,19% 

33. Ret. Peiayanan 
pemakaman 

60.000.000,00 73.200.000,00 13.200.000,00 122,00% 

34 
JT. 

P **f P f * l i i \ y T n Q i TiCl. rciayailail 
pengabuan mayat 

7s onn nan on 
1 J.UUU.UUU,UU 

1 7 AOO 000 00 ( '\ \ A n n 000 oo\ 7 1 7 0 / J 1 . Z /o 

35. Ret. Jasa usaha 
penyedotan tinja 

125.000.000.00 55.684.500,00 (68.315.500,00) 45,34% 

36. Ret. .lasa usaiia 
pengelolaan ilinbah 
cair 

3.550.000.000,00 3:5.872.536,50 (3.024.127.463.50) 14 81 % 
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37. Ret. Penggantian 
biaya cetak akte 
capil 

349.247.250.00 191.050.100,00 (158.197.150,00) 54.70% 

38. Ret. Pembina usaiia 
kepariwisalaan 

800.000.000,00 325.799.300,00 (474.200.700,00) 40,72% 

Sumber: Dala yang diolah (Perrerintah Kota Pa embang 2008) 

Berdasarkan anggaran dan reaiisasi penerimaan jcnis retribusi daerah 

tahun 2004 - 2006 diatas, dapat dibalias sebagai berikut: 

Tahun 2004 

Dari data tabel IV.7 dapat diketahui bahwa jenis retribusi daerah 

yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase 

adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet, retribusi pasat 

grosir dan pertokoan (perpasaran swasta), dan retribusi izin penggunaan 

tanah. Hal itu disebabkan karena belum adanya reaiisasi untuk penerimaan 

retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet, reiribusi pasar grosir 

dan pertokoan (perpasaran swasta), dan retribusi izin penggunaan tanah. 

Taliun 2005 

Dari data tabel IV.8 dapat d ketahui bahwa jenis retribusi dae/ah 

yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase 

adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet. Hal itu 

disebabkan karena belum adanya reaiisasi untuk penerimaan retribusi 

pengusaha dan pengelolaan sarang walet. 

Tahun 2006 

Dari data tabel IV.9 dapat diketahui bahwa jenis retribusi daerah 

yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase 
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adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet. Hal itu 

disebabkan karena belum adanya reaiisasi untuk penerimaan retribusi 

pengusaha dan pengelolaan sarang walet. 

3. Langkah-langkah yang Dilakuluin Pemenntah Kota Palembang 

Untuk Meningkatkan P endapata n Asli Daerah (PAD) 

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) langkah -

langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang adalah 

sebagai berikut: 

a. pendekatan intensifikasi 

1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

Pemerintah Kota Palembang telah melakukan inspeksl 

mendadak secara langsung ke objek-objek pajak dan ketempat 

pemungutan retribusi untuk mengetahui berapa banyak ornzel yang 

diterimanya, tetapi dengan terbatasnya petugas yang mcngawasi 

dan mengendalikan objek pajak dan retribusi sehingga seluruh 

objek pajak dan retribusi yang ada di Kota Palembang tidak 

diawasi. Akibatnya pada pcnerimaan pajak masih banyak wajib 

pajak yang tidak melaporkan omzet yang diterimanya dengan 

benar, dan pada penerimaa i retribusi masih banyak pemungutan 

liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung 

iawab. Maka Pemerintah Kola Palembang harus melakukan 

inspeksi mendadak tersebut sesering mungkin tanpa adanya 

pemberitahuan terlebih dahi lu dan juga menambah jumlah petugas 
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pajak dan retribusi dalam pengawasan dan pengendalian terhadap 

objek pajak dan retribusi. 

Dilakukannya inspeksi mendadak berulang kali dan 

menambah jumlah petugas pajak dan retribusi, maka diketahui 

seberapa banyak omzet yan i diterima pemerintah dari objek pajak 

dan retribusi. Dalam pelaksanaan menerima pembayaran pajak dan 

pemungutan retribusi diharapkan dapat mengurangi 

penyimpangan-pcnyimpangan/kebocoran dana yang dilakukan para 

petugas pajak dan petugas oemungut retribusi. Serta menjalankan 

aktivilas-aktivitas pengendalian manajemen agar dapat melakukan 

pengawasan dengan baik sehingga penerimaan pajak daetah dan 

retribusi daerah dapat mer.t:apai target yang telah ditetapkan dan 

akhirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat. 

2) Meningkatkan Sumber Dayu manusia 

Dalam setiap instansi membutuhkan Sumber Daya Manusia 

yang baik, namun pada kenvataannya Pemerintah Kota Palembang 

masih banyak menugaskm petugas pemungut retribusi >'ing 

memiiiki pengalaman yang terbatas seperti tamalan SMU maupun 

honor, sehingga petugas lersebul tidak menjalankan tugasnya 

dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya Sumber Daya Manusia 

yang kurang memadai dan kurang berpotensiai tersebut dapa*. 

mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi 

daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka petugas-
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petugas dalam menarik pungutan retribusi harus benar-benar bisa 

dan mengerti tentang pekerjaannya serta mempunyai tingkat 

tingkat pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang luas. 

Dalam hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengikut 

sertakan petugas dalam m.enberikan pelatihan khusus operasional 

dilapangan dan juga progra n-program pendidikan dan pelatihan 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuiuhan retribusi. 

dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pembangunan di daerah 

dan untuk meningkatkan disiplin serta semangat kerja aparatur 

dapal dengan caia memberikan mereka sanksi yang tegas bagi 

aparatur yang melanggar peraturan. 

3) Meningkatkan penyuiuhan kepada masyarakat 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi dan pajak 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih diperlukan. 

untuk itu dengan melakukan kegiatan sosialisasi yaitu memberikan 

penyuiuhan tentang pcntingrya retribusi dan pajak oleh Pemerintah 

Kota Palembang perlu ditingkatkan karena berdasarkan infonnasi 

menrberikan penyuiuhan untuk peningkalan retribusi dan pajak 

masih jarang dilakukan dan lielum terprograrn dengan baik. 

Melakukan sosialisaii (penyuiuhan) secara langsung 

(tatap muka) dan melalui media cetak ataupun elektronik dengan 

maksud agar masyarakat khususnya wajib pajak dan retribusi sadar 
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akan kcwajibannya untuk membayar retribusi dan pajak demi 

mclancarkan pembangunin daerah. Maka dalam hal ini, 

Pemerintah Kola Pa'embang harus melakukan sosialisasi 

(penyuiuhan) secara langsung dan harus dilakukan berulang kali 

dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan, pemuiaran film-

film mengenai pentingnya pembangunan agar menambah 

kesadaran masyarakat a can arti penting kewajiban untuk 

membayar pajak dan retribusi. 

Pendekatan ekstensifikasi 

1) Menambah objek pajak dan retribusi yang baru 

Untuk meningkalkar atau menambah objek pajak dan 

retribusi. maka Pemerintah Kota Palembang harus melakukan 

pendataan dan pengembangan objek pajak dan retribusi yang baru. 

Hal ini dilakukan dengar cara langsung ke lapangan dengan 

mendata Icmpat-tempal dan mempunyai omzet yang tinggi 

sehingga dapat dijadikan objek pajak. dan retribusi yang baru 

untuk meningkatkan penei irnaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

2) Memberikan penyuiuhan ke pada wajib pajak dan retribusi 

Pemerintah Kota Palembang telah mengadakan himbauan, 

pendekatan dan sosialisasi lerhadap wajib pajak dan retribusi, baik 

secara langsung (tatap mufa) maupun meialui media cetak. radio, 

televisi maupun selebaran. Tetapi kenyataannya masih ada wajib 

pajak dan retr'busi yang bfelum mengerti akan arti penting daiam 
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membayar pajak dan retribusi. Agar mereka mau sadar tentang 

kcwajibannya maka Pemerintah Kola Palembang harus melaKukan 

pembinaan secara langsung ataupun membuat spanduk sehingga 

wajib pajak dan retribusi membayar pajak dan retribusi tanpa 

adanya paksaan dari pihak-f ihak lain. 
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SIMPULAN F/.r- SARAN 

Bagian akhir dari pcnelitian ini. penulis memberikan simpuian dan saran 

mengenai raklor-faktor yang menycbabk; n tidak tercapainya anggaran 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paca Pemerintah Kota Palembang. 

A. Simpuian 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tid; k tercapainya target pcnerimaan 

pajak daerah adalah penentuan larger belum realistis, sanksi yang belum 

efektif, rendahnya tingkat kepatuhan rrembayar. Jenis pajak daerah yang 

paling rendah pencapaian targetnya adalah pajak parkir, pajak penerangan 

jalan dan pajak pengambilan bahan gok ngan C. 

2. Faklor-iaklcr yang menyebabkan tid; k tercapainya target penerimaan 

retribusi daerah adalah, adanya pc lyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan oleh petugas, sumber daya aiau petugas pelaksana operasional 

dilapangan masih terbatas. Jenis retri )usi daerah yang paling rendah 

pencapaian targetnya adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang 

walet, retribusi pasar grosir dari pcriokoan (perpasaran swasta), dan 

retribusi izin penggunaan tanah 

3. Langkah-langkah yang dilakukan Pcnerintah Kota Paiembang unluk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut : 
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T E L A H D I P E R B A I K I DAN D I S E T U J L l O L E H T I M PENGUJl DAN PEMBIMBING 
SKRIPSI DAN D I P E R K E N A N K A N UNTUK M E N G I K U T I WISUDA 

N O 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

N A M A D O S E N J A B A T A N 
T G L 

P E R S E T U J V A J N 

M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak. M.Si 

Aprianto, SE 

TANDA 

TANGAN 

Pembimbing I 

Pembimbing II 

M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak. M.Si 

MSY. Mikial, SE. Ak. M.Si 

Mizan, S E M.Si 

Ketua Ptnguji 

Aiiggota Peiiguji I 

Anggota Penguji 11 

Palembang, Agustus .2008 
Dekan 

:^^^^^d^'^Pns\ FiTusan Akuntansi 

uardi, S E , M.Si 



BIODATA P E N U L I S 

Nama 

N I M 

Fakultas 

Jurusan 

Jenis Ketamin 

Tempat, Tanggal Lahir 

Alamat 

Telepon 

Nama Orang Tua 

1. Ayah 

2. Ibu 

Pekerjaan Orang Tua 

1. Ayah 

2. Ibu 

Alamat Orang Tua 

1. Ayah 

2. Ibu 

DINA K R I S T I N A 

22 2004 157 

Ekonomi 

Akuntansi 

Perempuan 

Muara Teladan, 10 September 1986 

Jl. KMS. H. Ateh No. 2375 Rt. 31 Rw. 06 Km. I I 

Palembang 

081367794395 

Muzakir 

Kartika (Aim.) 

PNS 

Ibu Rumah Tangga 

JI. KMS. H. Ateh No. 2375 Rt. 31 Rw. 06 Km. 11 

Palembang 

Jl. KMS. H. Ateh No. 2375 Rt. 31 Rw. 06 Km. 11 

Palembang 

Palembang, Juli 2008 

Penulis 

Dina Kristina 


